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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996:705).

Dalam hal ini, yang dijadikan untuk menjadi lebih baik dan paling tinggi adalah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan sesuatu yang harus dioptimalkan keberadaannya karena merupakan suatu pembaharuan dalam sistem negara yang demokrasi.   

2.2 Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi atau Automi berasal dari Bahasa Yunani yaitu auto yang berarti sendiri dan Nomous yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi adalah peraturan sendiri atau mengatur diri sendiri. Dengan pengertian dasar tersebut maka rumusan Otonomi Daerah dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemrintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, 2005:4).

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut parakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat6 ,2005:4).

Dari uraian diatas bahwa Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efesien dan berwibawa yang mewujudakan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKR I. 

2.2.2 Tujuan Otonomi Daerah

Telah dijelaskan bahwa sebagai kosekuensi atau sesuai amanat dari Pasal 18, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pembagian Otonomi kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudanya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah di harapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi, dan keanekaragamaan daerah dalam sistem NKRI.

Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelanggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan dan sistem penyelenggaran pemerintahan negara.

2.3 Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula Prinsip Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip Otonomi yang Nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menengani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan suatu daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahtraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahtraan rakyat masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahtraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

2.4 Titik Berat Otonomi Daerah

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan dapat terwujudnya otonomi yang seluas-luasnya, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka titik berat Otonomi Daerah perlu diletakan di Kabupaten/Kota yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat.

Hal tersebut berarti bahwa Kabupaten/Kota merupakan aparat terdepan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas rasional dalam penyelenggaran pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta iklim yang memungkinkan peran aparatur negara selaku abdi masyarakat mengayomi, meneladani, melayani serta mampu mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan.

2.5 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala daerah dibantu oleh Perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan kordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

2.6 Pengertian DPRD dan Fungsi DPRD

2.6.1  Pengertian DPRD

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan Pemilu. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh (20) – empat puluh lima (45) orang. Anggota DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden.

2.6.2 Fungsi DPRD 

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, menyusun dan menetapkan APBD, dan mengawasi setiap kebijakan-kebijakan Kepala Daerah untuk kesejahtraan rakyat.

Untuk memperlihatkan peran DPRD kepada masyarakat dan berperan tidaknya dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka, kepada DPRD di berikan fungsi. Fungsi adalah mengubah atau menjabarkan pola orientasi ideologi menjadi orientasi program berdasarkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan frofesionalisasi (Kamus Besar Bahasa Indinesia, 1996:282).

Berikut adalah Fungsi DPRD dalam menjalankan tugasnya: “(1). Fungsi Legslasi; (2). Fungsi Anggaran; (3). Fungsi Pengawasan” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41, 2005:32).

Fungsi Legislasi yaitu DPRD berperan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, dalam hal ini Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh daerah. Sebelum peraturan dibuat dan ditetapkan sebelumnya harus direncanakan dulu dan mempunyai tujuan yang jelas.

  Fungsi Anggaran yaitu DPRD berperan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Adapun pengertian anggaran menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, adalah sebagai berikut:

“Anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaraan yang akan dilakukan pada setiap bidang atau suatu ikhtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaraan yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut yang dinyatakan dalam kesatuan uang” (Hasibuan, 1996:103).

Dalam anggaran hendaknya dicantumkan besarnya biaya dan hasil agar semua pengeluaran dan hasil yang diharapkan tercapai dengan baik. Anggaran sangat perlu untuk pengendalian dana yang tersedia, apakah penggunaan dana itu sesuai dengan yang direncanakan khususnya dibidang keuangan.

Fungsi Pengawasan yaitu DPRD berperan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun pengertian pengawasan yang dikemukakan Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen adalah sebagai berikut:

“Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu :

Pelaksanaan, penilaian pelaksanaan bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar” (Handayaningrat, 1996:25-26)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama agar kesinambungan di suatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini sesuai dengan pendapatnya Handayaningrat mengatakan bahwa: 

”Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya” (Handayaningrat, 1996:143).

Pengawasan merupakan tugas akhir setelah berlangsungnya segenap kegiatan-kegiatan, dan setelah kegiatan itu dilakukan perlu adanya suatu pertanggung jawaban dari hasil kegaiatan itu, untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut apakah ada penyimpangan atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. 

Dalam mengemban fungsi-fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan publik (legeslatif), anggaran (budgeting), pengawasan (controling). Terhadap lembaga ini rakyat yang diwakilinya itu dapat berharap agar aspirasi yang disuarakan dapat diserap dan diakomodasi dalam kebijakan publik, diperjuangkan hak-haknya, dan dibela kepentingannya dari kemungkinan tindakan semena-mena yang merugikan. Disamping fungsi-funsi tersebut, kepada DPRD juga diberikan sejumlah hak, tugas dan wewenang yang sangat luas.

2.7 Tugas, Wewenang dan Hak  DPRD
Berikut adalah tugas dan wewenang dari DPRD:

a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah;

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan Kepada Mentri dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

h. Memeinta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah;

j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggraan pemilihan Kepala Daerah;

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

(Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat 1, 2005:33).

DPRD mempunyai Hak:

a. Hak Inetrpelasi adalah hak mengajukan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strtegis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara.

b. Hak Angket adalah hak penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strtegis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Menyatakan Pendapat adalah hak mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah

(Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut Pasal 31 Ayat 1, 32 Ayat 1, 33 Ayat 1, 2004:15,16, 17).
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